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Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk
kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual
yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan
tinggi secara langsung atau tidak langsung akan
berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan
Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas
pendidikan tinggi;

bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan
seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang
menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
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Mengingat

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan
Penanganan  Kekerasan Seksual di Lingkungan

Perguruan Tinggi;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Tekonologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan
merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau
menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi
seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau
gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan
psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu

kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan
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10.

11.

12.

13.

melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan
optimal.

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang
dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak
melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
Penanganan adalah  tindakan/cara/proses untuk
menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang
dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti
laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan
Tinggi.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas
dan/atau bekerja di kampus.

Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada
Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi,
Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi
Komunitas.

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut
Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga
Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum
yang mengalami Kekerasan Seksual.

Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga
Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum
yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap

Korban.
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14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah
bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai
pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Perguruan Tinggi.

15. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a. sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk
menyusun  kebijakan dan mengambil tindakan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang
terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di
luar kampus; dan

b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang
manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif,
serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik,
Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan
Tinggi.

Pasal 3
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
dilaksanakan dengan prinsip:
a. kepentingan terbaik bagi Korban;
b. keadilan dan kesetaraan gender;

c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas;
d. akuntabilitas;
e. independen;
f. kehati-hatian;
g. konsisten; dan
h. jaminan ketidakberulangan.



